BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dan digunakan di dalam penelitian. Teori-teori yang diberikan adalah pengertian pajak, tujuan dan fungsi pajak, pengelompokan pajak, sistem pemungutan pajak, pajak daerah, pajak reklame, jumlah industri dan jumlah penduduk.
Pada bab ini juga akan dibahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel-variabel yang akan diteliti, dan dihipotesis sebagai gagasan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian ini.

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk diperhatikan, pendapatan negara yang diperoleh dari hasil pajak akan menentukan anggaran yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin negara. Pajak adalah iuran yang ditujukan kepada rakyat dan disetorkan kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan namun tidak mendapatkan balas jasa secara langsung tetapi pajak yang dibayar oleh rakyat akan digunakan untuk pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (R. Santoso Brotodihardjo, 2013). Pengertian pajak menurut beberapa ahli:

a. Menurut (Pandingan, 2014), 

“Pajak adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, untuk digunakan membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya.”
b. Menurut S.I Djajadiningrat dalam bukunya Siti Resmi (2017:1)
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”
c. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2013:3) 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Tentu pajak dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai faktor pendorong ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturanperaturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri (Waluyo, 2017). Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH. (2013), dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu: 

a. Teori asuransi, 

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. 
b. Teori kepentingan, 

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negaranya, yang memaksa rakyat untuk membayarnya karena sudah diatur di dalam Undang-undang yang telah ditentukan, dan pembayaran yang dilakukan oleh rakyat langsung dapat dinikmati seperti fasilitas, namun pembayaran tersebut akan masuk kedalam kas negara dan akan dipergunakan sebaik baiknya demi kesejahteraan rakyat. Salah satunya pembangunan untuk negara seperti pembangunan jembatan
2. Fungsi Pajak
Pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah sangat memperhatikan masyarakat, maksudnya memperhatikan disini adalah dengan cara membuat pemungutan pajak tidak memberatkan atau membebankan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dengan hal ini diharapkan secara tidak langsung masyarakat secara sadar dan sukarela untuk taat dalam melakukan pembayaran pajaknya. Dilihat dari fungsinya menurut Mardiasmo (2013) pajak mempunyai dua fungsi:

a. Fungsi Budgeter (penerimaan negara)

Pajak berfungsi budgeter artinya pajak bersifat konstraksi terhadap dana masyarakat dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk APBN, sedangkan sisi lain APBN yaitu sisi belanja atau pengeluaran berefek multiplayer bagi perekonomian negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi Regulerend (pengatur)

Pada fungsi regulerend, pajak dimaksudkan untuk mengatur perekonomian yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, artinya pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjalankan perannya. Peran pemerintah dalam arti luas adalah mengatur kegiatan-kegiatan produsen dan konsumen mencapai tujuan masing-masing.
3. Pengelompokan Pajak
Menurut Mardiasmo (2013) dalam hukum pajak terdapat berbagai pembedaan jenis-jenis pajak yang terbagi golongan-golongan besar. Pembedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak:

a. Pengelompokan pajak menurut golongannya dibedakan menjadi dua yaitu:

(1) Pajak Langsung

Pajak lansung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administrasif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Contoh dari pajak langsung antara lain pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
(2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaanya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya pajak. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak kendaraan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, bea materai, cukai, bea impor, dan ekspor.

b. Mengelompokan pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu:

(1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Contoh dari pajak subjektif antara lain pajak penghasilan.

(2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Contoh dari pajak objektif antara lain pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
c. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua yaitu:
(1) Pajak Pusat atau Negara

Pajak pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah:

(a) Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak. Contoh dari pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak antara lain pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, bea lelang.
(b) Pajak yang dikelola direktorat moneter. Contoh dari pajak yang dikelola direktorat moneter antara lain pajak minyak bumi.
(c) Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai. Contoh dari pajak yang dikeloladirektorat jendral bea cukai bea masuk, pajak ekspor.

(2) Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah beradasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya. Contoh dari Pajak Daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
4. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Waluyo (2017:17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Witholding System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak yang ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
b. Official Assessment System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Cirinya adalah:

(1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

(2) Wajib pajak bersifat pasif.

(3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
c. Self Assessment System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk mementukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya adalah:

(1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

(2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
5. Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang–undang No.18 Tahun 1987, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ini terdiri atas:

(1) Pajak Daerah tingkat I (Propinsi)

Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

(2) Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota)

Contoh: Pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.DKI Jakarta sebagai daerah otonom juga membuat peraturan daerah mengenai pajak daerahnya, hal ini dilakukan sebagai bentuk kemandirian untuk membangun daerahnya dan bersaing secara positif dengan daerah lain untuk memajukan dan mensejahterakan daerahnya masing-masing, untuk itu pemerintah membuat Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010 yang mengatur tentang Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Peraturan, dalam peraturan tersebut pada pasal 2, peraturan ini menjelaskan jenis-jenis pajak yang akan dipungut oleh pemerintah yaitu:

(a) Pajak Kendaraan Bermotor
(b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(c) Pajak Bahan Bakar Bermotor
(d) Pajak Air Permukaan
(e) Pajak Rokok
(f) Pajak Hotel
(g) Pajak Restoran
(h) Pajak Hiburan
(i) Pajak Reklame
(j) Pajak Penerangan Jalan
(k) Pajak Parkir
(l) Pajak Air Tanah
(m) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(n) Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan

Daerah dapat memungut dan menetapkan pajaknya kepada masyarakat atas dasar peraturan daerah dan setelah mendapatkan izin dari DPRD serta tidak boleh bertentangan dengan pajak dan kebijakan pemerintah pusat. Sebelum di tetapkan menjadi pajak daerah dalam peraturan daerah maka pemerintah daerah harus mengkonfirmasikannya kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya praktek pemungutan pajak berganda atas objek yang sama. Oleh karena itu penetapan pajak baik pemerintah pusat maupun daerah telah diatur dalam perundang-undangan. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian pajak daerah yaitu:

(1) Pajak daerah telah diatur dalam Undang-undang, sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat.
(2) Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintah pusat.
(3) Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaanya dikelola oleh pemerintah daerah sebagai praktik kemandirian daerah/daerah otonom.
(4) Peraturan pajak daerah harus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Pajak daerah ditujukan kepada masyarakat daerah tersebut semata-mata untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.
b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013) dalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan Pajak Daerah yaitu:

(1) Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

(2) Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

(3) Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek tempat tinggal.
c. Tarif Pajak Daerah 

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah:

(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

(a) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
(b)  Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

(3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

(4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).

(b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

(5) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarifpajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

(a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan

(b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

(6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

(7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
(8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
(9) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
(10) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
(11) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
(12) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(13) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
(14) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(15) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
(16) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
(17) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(18) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). 

(19) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

6. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang harus dikelola, karena reklame sangat dibutuhkan didunia industri apapun, sehingga membuat menjamurnya reklame dimana mana, maka hal tersebut harus ditertibkan dan diperhatikan perpajakannya karena merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang cukup menjanjikan bagi pemerintah daerah. Pajak Reklame merupakan pajak yang bersifat obyektif dan merupakan pajak daerah. Alasannya adalah jika kita lihat dari sifat dan lembaga pemungutannya, obyek Pajak Reklame, penyelenggaraan reklame dan lokasi reklame berada di daerah yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah adalah:

(1) Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

(a) Hasil Pajak Daerah

(b) Retribusi Daerah

(c) Bagian Laba BUMD

(d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

b.  Subjek Pajak Reklame

Seperti yang sudah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, berikut adalah subjek Pajak Reklame:

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi ataua badan yang menggunakan reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib Pajak Reklame adlaah pribadi atau badan tersebut.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajb Pajak Reklame.
c. Objek Pajak Reklame dan Bukan Objek Pajak Reklame 

Seperti yang sudah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, berikut adalah subjek Pajak Reklame:

(1) Jenis objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
(2) Jenis objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame meliputi:

(a) Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya
(b) Reklame Kain
(c) Reklame Melekat, Stiker
(d) Reklame Selebaran
(e) Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan
(f) Reklame Udara
(g) Reklame Apung
(h) Reklame Suara
(i) Reklame Film/Slide
(j) Reklame Peragaan.
Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame pasal 3, berikut adalah bukan termasuk sebagai obyek Pajak Reklame:

(1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
(2) Label atau merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
(3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
(4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (tidak termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD).
d. Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak dan cara perhitungan Pajak Reklame DKI Jakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 pasal 6, hal ini ditujukan agar masyarakat paham dan mengerti dasar pengenaan Pajak Reklame dan cara perhitungannya, agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Semua itu sudah diatur dalam pasal 6 sebagai berikut:

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah adalah nilai sewa reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Adapun tarif Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2014 pasal 8 adalah sebesar 25% berlaku untuk semua jenis pajak reklame, dan cara perhitungan nilai sewa reklame didasarkan pada luas reklame dikalikan pertambahan antara NJOPR dan NSPR. Perhitungan pajak reklame menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 tahun 2014 adalah sebagai berikut.

(1) Untuk penyelenggaran reklame oleh pihak ketiga, besarnya pajak reklame dithitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan nilai kontrak reklame.
(2) Untuk penyelenggaran reklame sendiri dan untuk nilai kontrak yang tidak diketahui atau tidak wajar untuk jenis papan/billboard dan kain, besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak reklame dengan NSR, luasbidang reklame dan jangka waktu pemasangan.
(3) Untuk penyelenggaran reklame sendiri dan untuk nilai kontrak yang tidak diketahui atau tidak wajar untuk jenis Light Emitting Diode (LED), besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak reklame dengan NSR, luas bidang reklame dan jangka waktu pemasangan.
(4) Untuk penyelenggaran reklame berjalan/kendaraan, besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak reklame dengan NSR, luas bidang reklame dan jangka waktu penyelenggaraan.
(5) Untuk penyelenggaran reklame film/slide pada bioskop dan tempat lainya, besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak reklame dengan NSR, luas bidang reklame dan jangka waktu penyelenggaraan.
(6) Untuk penyelenggaran reklame melekat/stiker, selebaran, udara, aoung, peregaan, besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak reklame dengan NSR.
Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain-lain sampai reklame siap untuk dipublikasikan ditempat yang telah diizinkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diatur tentang NJOPR atau NSR. Sedangkan NSPR atau Nilai Strategi pemasangan Reklame (NSPR), NSPR adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. 
Tabel 2.1

Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) Non Produk

	No.
	Lokasi
	Ukuran
	Jangka Waktu
	Ketinggian Reklame
	NSR (Rp)

	1.
	Protokol A
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	25.000

	2.
	Protokol B
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	20.000

	3.
	Protokol C
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	15.000

	4.
	Ekonomi Kelas I
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	10.000

	5.
	Ekonomi Kelas II
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	5.000

	6.
	Ekonomi Kelas III
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	3.000

	7.
	Lingkungan
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	2.000


Sumber: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014
 Tabel 2.2

Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Produk

	No.
	Lokasi
	Ukuran
	Jangka Waktu
	Ketinggian Reklame
	NSR (Rp)

	1.
	Protokol A
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	125.000

	2.
	Protokol B
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	100.000

	3.
	Protokol C
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	75.000

	4.
	Ekonomi Kelas I
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	50.000

	5.
	Ekonomi Kelas II
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	25.000

	6.
	Ekonomi Kelas III
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	15.000

	7.
	Lingkungan
	1 M2
	1 Hari
	s.d 15 Meter
	10.000


Sumber: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014
Tabel 2.3

Hasil Perhitungan

	No
	Lokasi
	NSR Berdasarkan Durasi 30 Detik / Tayang/ Hari pada Masing-Masing Pengelompokkan (Cluster) Ukuran Luas Layar Reklame

	
	
	s.d
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	Durasi / Tayangan

(detik)

	1.
	Protokol A
	10.000
	15.000
	20.000
	22.500
	25.000
	22.500
	25.000
	30

	2.
	Protokol B
	8.000
	12.000
	16.000
	18.000
	20.000
	18.000
	20.000
	30

	3.
	Protokol C
	6.000
	9.000
	12.000
	13.500
	15.000
	13.500
	15.000
	30

	4.
	Ekonomi Kelas I
	4.000
	6.000
	8.000
	9.000
	10.000
	9.000
	10.000
	30

	5.
	Ekonomi Kelas II
	2.000
	3.500
	4.000
	4.500
	5.000
	4.500
	5.000
	30

	6.
	Ekonomi Kelas III
	1.500
	1.750
	2.000
	2.250
	2.500
	2.750
	3.000
	30

	7.
	Lingkungan
	800
	1.000
	1.200
	1.400
	1.600
	1.800
	2.000
	30


Sumber: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014
7. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut BPS DKI Jakarta (2016:47-49) Produk domestik regional bruto merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Produk domestik regional bruto dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan disebut PDRB atas dasar harga berlaku dan harga pada tahun dasar disebut PDRB atas dasar harga konstan. Produk domestik regional bruto dapat menghitung pertumbuhan ekonomi secara nominal dan juga digunakan untuk berbagai tujuan tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor netto.
Produk Domestik Regional Bruto tentu mempunya manfaat bagi suatu daerah, antara lain:

a. Untuk bahan evaluasi pembangunan di masa lalu, baik pembangunan sektoral maupun pembangunan regional secara keseluruhan.

b. Untuk bahan umpan balik terhadap perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan.

c. Sebagai dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang. Untuk membandingkan peranan masing-masing sektor perekonomian di suatu wilayah.

d. Jika perhitungan produk domestic regional bruto dihubungkan dengan banyaknya tenaga kerja, maka dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja masing-masing sector.
8. Jumlah Industri

Menurut Badan Pusat Statistik (2015:305), industri adalah sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili pada sebuah tempat atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi sendiri. Industri dikelompokan menjadi sektor:

a. Makanan dan minuman
b. Tembakau
c. Tekstil
d. Pakaian jadi
e. Kulit dan barang dari kertas
f. Penerbitan, percertakan dan produksi
g. Batu bara, minyak fan gas bumi dan bahan bakar dari nuklir
h. Kimia dan barang-barang dari bahan kimia
i. Karet dan barang-barang dari plastic
j. Barang galian bukan logam
k. Logam dasar
l. Barang-barang dari logam peralatannya
m. Mesin dan perlengkapannya
n. Peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data
o. Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya
p. Radio, televisi dan peralatan komunikasi
q. Peralatan kedokteran, alat ukut, navigasi, optik dan jam
r. Kendaraan bermotor
s. Alat angkutan lainnya
t. Furniture dan indsutri pengolahan lainnya
u. Daur ulang
9. Jumlah Penduduk

Berdasarkan pasal 6 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, pengertian penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 sebanyak 10.374.214 jiwa dari 44 kecamatan yang berada di Provinsi DKI Jakarta.
Faktor- faktor yang menyebabkan pertambahan penduduk secara umum adalah kelahiran yang terdiri dari jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki yang dapat dihitung dengan adanya rasio jenis kelamin. Di Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun sex ratio mengalami peningkatan. Tentu juga penduduk pasti akan bertambah, bertambah jumlah penduduk menyebabkan naiknya jumlah populasi pada sebuah daerah. Hal ini disebabkan oleh perpindahan daerah kesuburan atau oleh imigrasi disebabkan DKI Jakarta sebagai kota metropolitan.
Adapun Teori Hansen (1938) mengenai stagnasi (seculer stagnation) menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Penduduk tidak selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi suatu daerah. Jika tingkat perkembangan penduduk tinggi maka untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan akan tinggi pula. Berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak.
B. Penelitian Terdahulu
Berikut adalah tabel ringkasan mengenai penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan:
Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu
	No.
	Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel yang Digunakan
	Hasil Penelitian

	1
	Lisa Dwi Mardiana, Nano Prawoto, (2016)
	Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Magelang Dengan Pendekatan VECM Periode 2010-2014
	Variabel independen: Produk domestik regional bruto, jumlah surat izin usaha, jumlah industri
Variabel dependen:

Penerimaan pajak reklame
	- Produk domestik regional bruto berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame
- Jumlah surat izin usaha berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

- Jumlah industri tidak berpengaruh positif  signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

	2
	Yudisyus, (2013)
	Penerimaan Pajak Reklame dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya
	Variabel independen: Produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, jumlah industri

Variabel dependen:

Penerimaan pajak reklame
	- Produk domestik regional bruto berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

- Jumlah penduduk signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

- Jumlah industri berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

	3
	Gupita P dan Nugroho SBM (2013)
	Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang Tahun 1990-2011
	Variabel independen: Produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, jumlah industri

Variabel dependen:

Penerimaan pajak reklame
	- Produk domestik regional bruto berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

- Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

- Jumlah industri  tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame 

	4
	Subroto, Harimurti dan Suharno (2015)
	Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Surakarta
	Variabel independen: Produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, jumlah industri

Variabel dependen:

Penerimaan pajak reklame
	- Produk domestik regional bruto berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

- Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

- Jumlah industri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak reklame 

	5
	Fatah, Suhadak dan Hidayat (2015)
	Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Pada Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada DIinas Pendapatan Daerah Kota Malang Peridoe 2000-2013)
	Variabel independen: Jumlah penduduk dan jumlah industri
Variabel dependen:

Penerimaan pajak reklame dan penerimaan pajak daerah
	- Penerimaan pajak reklame berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
- Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

- Jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame.

- Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

- Jumlah industri tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

	6
	Prasetyo, Masitoh dan Dewi (2017)
	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Reklame Di Kabupaten Karanganyar
	Variabel independen: Produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, jumlah industri

Variabel dependen:

Penerimaan pajak reklame
	- Produk domestik regional bruto berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

- Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

- Jumlah industri tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame 


C. Kerangka Pemikiran

Sejak diberlakukannya peraturan mengenai otonomi daerah No.32 Tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pemerintah daerah mulai mengatur dan mengelola dapur pemerintahannya secara mandiri, untuk membiayai pemerintahan tentu pemerintah harus menggali potensi dan sumber daya daerah yang dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah. Untuk itu pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah. pajak daerah yang dapat digali potensinya salah satunya adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang sangat berpotensi untuk menyumbang pendapatan daerah, alasannya adalah dapat terlihat dari berkembangnya perekonomian Provinsi DKI Jakarta, dengan berkembangnya sektor perekonomian, maka akan timbul persaingan usaha di antara para pengusaha, salah satu bentuk persaingan mereka adalah dengan memasarkan produk mereka dengan melakukan promosi, tentu promosi menyangkut reklame, dan secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan pajak reklame Provinsi DKI Jakarta. Hal ini harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah agar penerimaan pajak reklame dapat dipungut secara optimal dan semaksimal mungkin dengan secara mengelolanya sebaik mungkin. Penelitian ini akan meneliti beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap pendapatan pajak reklame, faktor-faktor yang akan diteliti adalah produk domestik regional bruto, jumlah industri dan jumlah penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu bagaimana pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap penerimaan pajak reklame Provinsi DKI Jakarta.
1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan Pajak Reklame

Menurut Badan Pusat Statistik (2018:36), Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Produk domestik regional bruto untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Apabila nilai produk domestik regional bruto mengalami pengingkatan maka tentu akan membawa pengaruh positif terhadap kenaikan penerimaan pajak reklame. Tentu produk domestik regional bruto mempunyai hubungan dengan reklame karena dengan adanya reklame barang dan jasa akan terjual sehingga nilai tambah atau nilai produk domestik regional bruto akan meningkat. Angka produk domestik regional bruto ditunjukan bahan evalusasi dari hasil pembangunan ekonomi dilaksanakan pemerintah atau swasta. Dari hasil penelitian Mardiana dan Prawoto (2016), produk domestik regional bruto merupakan suatu tolak ukur kemakmuran bagi suatu daerah. Semakin tinggi produk domestik regional bruto suatu daerah mengindikasikan semakin tingginya tingkat pendapatan dan kemajuan analisis penerimaan pajak reklame suatu daerah. Produk domestik regional bruto yang tinggi mencerminkan keadaan perekonomian dan pergerakan sektor ekonomi yang baik. Keadaan ini didorong oleh investasi yang selanjutnya akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi daerah dan berakibat pendapatan masyarakat bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat bertambah tinggi. Kenaikan ini akan menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dan terciptanya penanaman modal baru.
2. Pengaruh Jumlah Industri terhadap penerimaan Pajak Reklame

Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian ialah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang memiliki nilai tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dalam arti yang lebih luas, industri dapat didefinisikan sebagai kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi. Suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat yang dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri.  Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Semakin banyaknya variasi barang dan jasa yang tersedia maka akan membuat reklame semakin banyak. Perubahan permintaan jumlah reklame inilah yang akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak reklame. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat termasuk penerimaan pajak reklame. Menurut dari penelitian Yudisyus, (2013) yang memberikan bukti bahwa jumlah industri berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame. Didunia industri apapun sangat membutuhkan reklame untuk memasarkan barang yang di produksikan sehingga menjamurnya reklame dimana-mana. Membuat adanya penerimaan pajak reklame maka hal tersebut harus ditertibkan dan diperhatikan perpajakannya karena merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang cukup menjanjikan bagi pemerintah daerah. 
3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Reklame

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 sebanyak 10.374.214 jiwa dari 44 kecamatan yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil penelitian Subroto, Harimurti dan Suharno (2015) yang menyimpulkan bahwa secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. Tingginya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi dan konsumsi dari yang menimbulkan permintaan agregat, sehingga dapat menarik industri untuk mengembangkan dan memperluas usaha. Perluasan usaha yang disebabkan permintaan penduduk dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kota Surakarta.  Adapun Teori Hansen mengenai stagnasi (seculer stagnation) menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Penduduk tidak selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi suatu daerah. Jika tingkat perkembangan penduduk tinggi maka untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan akan tinggi pula. Berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah. Termasuk didalamnya adalah pajak reklame.
Penelitian ini akan meneliti beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame, faktor-faktor yang akan diteliti adalah Produk Domestik Regional Bruto, jumlah industri dan jumlah penduduk, dengan menganalisa beberapa faktor tersebut diharapkan dapat memberikan informasi apakah faktor-faktor tersebut benar memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak reklame. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan diawal maka penelitian ini dapat di gambarkan berdasarkan kerangka penelitian sebagai berikut:
Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran


D. Hipotesis
Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, hipotesis penelitian diajukan sebagai berikut:

Ha1: Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta.

Ha2: Jumlah Industri berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta.

Ha3: Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta.
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